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PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.TSe
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 6405086211990002, tempat dan tanggal lahir Tarakan,
22 November 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di XXXX Kecamatan Malinau Utara,
Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebagai
Penggugat,

lawan

Tergugat, NIK. 6408133004910002, tempat dan tanggal lahir Taripa, 30
April 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
XXXX, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan,

Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2023
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama, dengan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 13 Februari 2023,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tanggal 26 September 2019 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sembakung,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 36/08/1X/2019 tanggal 26 September 2019;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama di XXXX, Kecamatan Sebatik
Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara selama 1 tahun 4
bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak akhir tahun 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada Januari 2021,

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena :

6.1 Tergugat tidak betah dalam bekerja, sehingga tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat sejak menikah;

6.2 Tergugat sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di depan
Penggugat, dan Tergugat selalu marah setiap kali Penggugat
menasehati Tergugat agar berhenti;

7. Bahwa akibat perselishan dan pertengkaran tersebut, akhimya sejak
Januari 2021 selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah di usir oleh Tergugat dan
pulang ke rumah orangtua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah
tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana
alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2
tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau
berbicara secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
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10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena perselishan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada

Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amamya

sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor
70/Pdt.G/2023/PA.TSe., tanggal 22 Februari 2023, yang dibacakan di
persidangan, dalam berita acara relaas diterangkan bahwa benar Tergugat
pernah tinggal di alamat tersebut, akan tetapi sejak menikah sampai sekarang

sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan
Tergugat saat ini dan tidak tahu juga dimana alamatnya, maka Penggugat akan
mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya
dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya, maka Penggugat mohon kepada
majelis hakim agar menerima permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dari Tergugat,
untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara
Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.TSe. dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan
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dengan tanggal 9 Sya’ban 1444 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Ag dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B. S.Ag.
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota |, Hakim Anggota Il
ttd ttd
Muhammad Ridho, S.Ag. Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera,
ttd

Hamran B. S.Ag

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses 1 Rp75.000,00
- Panggilan : Rp650.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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